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Dewan Dukung Pemkab Kejar{arget

APBD 2015 RaihVTP.

insaraja (Bali Post) -
Raihan prestasi Wajar TanPa

Pengecualian IWTP) Yang Pertama
kalinva direbut dalam kaitan Per-
tanggurigjawaban keuangan Pe-
merintah itu menjadi kebanggaan
Pemkab Buleleng. Tetapi, disadari ke
depan keberhasilan ini meruPakan
tantangan dalam memPertahanldan
prestasi itu.- 

Pemkab Buleleng Pun bertekad
meraihWTPAPBD tahun 2016 kelak.
Atas target ini, Iembaga dewan di
Buleleng kompak mendukung agar
pemerintah bisa mencapgi harapan-
nya itu. Dalam upaya, mewujudkan
cila-cita itu, lembaga dewan meminta
iaiaran pemerintah daerah bekerja
Ltstra leras dalam hal PelaPoran
keuangan pemerintah.

Dukungan penuh lembaga dewan
tersebut diungkapkan masing-masing
fraksi di DPRD Buleleng pada sidang
paripurna, dengan agenda penyampa-
ian pemandangan umum fraksi atas
Laporan Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan (LPJP) APBD tahun 2014.
Kamis (2317) lalu di ruang sidang
DPRD Buleleng.

Sidang diPimPin Ketua DPRD
Buleleng. I Gede SuPriatna. Acara
itu dihadiri oleh Wakil Bupati Bule-
Ieng Nyoman Sutjidra serta unsur
Muipida dan pimPinan SKPD. Enam
frakii masing-masing, PDI-P' Golkar,
Demokrat, Hanura, Gerindra, dan
NasDem, selrtruhnya dapat menerima
LPJP APBD tahun 2014 tersebut.

Seperti diungkaPkal jlla !t:
cara'dari gabungan Fraksi PDI-P
dan NasDem Gusti Made Artana'
Politisi asal Desa Baktiseraga, Ke-

'camatan Buleleng ini menYambut
positif prestasi yang telah diraih
pemerintah daerah terkait pelapo-
ian keuangan pemerintah, dengan
predikat WTP di tahun 2014' Tahun
ini wakil rakyat kembali menuntut
agar seluruh pimpinan SKPD beker-
ja keras, mempertahankan Prestasi
vans telah diraih itu Pada tahun
unglut".t 2015. "Kami mendukung
dan meminta BuPati dan jajarannYa
menjadikan prestasi tahun 2014 ini
sebagai motivasi dan bekerja keras
agar bisa meraih prestasi yang sama
di tahun ini," katanya.

Penuhi Aakuntabilitas
dan Legalitas

I Made Mangku Ariawan, juru
bicara gabungan Fraksi Golkar,
Demokrat, dan Gerindra mangatakan
hal senada. Dikatakan, mempelajari
dan membahas di tingkat fraksi atau
gabungan komisi laPoran keuangan
iune disumpaikan eksekutif telah
merienuhi prinsip akuntabilitas'
Iesalitas, dan tranparansi sesudi PP .

No. Za Tahun 2005 dan Permertdagri ;

No. 13 Tahun 2006. Atas kondisi ini '

tidak salah kalau BPK RI, memberi-
kan penilaian dengan predikat WTP.
Politlsi asal Desa Panji, Sukasada ini
menvarankan agar SKPD di Buleleng
meningkatkan kemamPuan SDM-
nva. Hal ini karena Permasalahan
masih dialami di tahun 2014 lalu,
sehinsqa di tahun ini perlu dilakukan
oenve-irp.trnaan. Dan uj ung-ujung-
nva. tafset merebut kembali WTP
dapat tercapai. "Saya kira peningka-
ta; SDM di SKPD harus dilakukan,
sehingga permasalahaan yang terjadi
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di tahun sebelumnYa bisa diatasi'
sehingga tahun ini saYa Yakin akal
bisa mlraih prestasi Yang sama,"
imbuhnya.

Atas tanggapan lembaga dewan
itu, Wakil Bupati Buleleng dr. NYo'
man Sutjidra, Sp.OG. mengatakan,
menginjak tahun 2015 ini, PihaknYa
sudah melakukan upaya dan strategi
mempertahankan WTP di tahun .

ini. Blhkan, belakangan ini BuPati
Buleleng telah menginstruksikan
kepada semua jajarannYa bekerja
lebih keras mengelola dah mem-
pertanggungjawabkan keuangan

yang sudah disusun dalam APBD
Buleleng. Selain menekankan agar
pimpinan SKPD bekerja lebih keras
iasi. peneawasan dalam Pelaksa-
n^"^nnva ielalu ada kontrol setiap
minggunya. Apalagi laporan penggu-
naan keuangan itu menganut sistem'
berbasis akrual yang bisa langsung
dipantau setiap harinya. "Melalui
setiap pertemuan dan rapat evaluasi
kita iudah instruksikan SKPD bek-
eria lebih giat lagi. sehingga APBD
biia dilaksanakan dan diPertang-
eungiawabkan sesuai regulasi yang
idai'- kututtya. (kmb38)

Bali posukmb3S

LPJP - Juru bicara frahsi-frahsi d'i DPRD Buleleng menyannpaihan

iiii""si"ii" t"rniaii iaporan pertanggungi aw ab an Pelahsanaan

7t p-lp) APBD tahun 2014.
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Dis orot, P iutang D aer ah

Kqta Denpasar Terus lvleningkat
Denpasar (Bali Post) -

Piutang retribusi dan pajak daerah yang terus menin'
gkat setiap tahunnya, menjadi perhatia-n jajaran Fraksi
Demokral DPRD Kota Denpasar. Fraksi ini meminta
pemerintah daerah untuk memikirkan dan menerapkan
kebijalsn lebih lanjut untuk mengurangi jumlah piutang
oaiak daerah pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut
disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Denpasar
dengan agenda pendapat akhir fraksi atas enam ranperda
vane diajukan eksekutif. Kamis (23/7) lalu'" 

S'idang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti
Nsurah C6ae a*raairi Wali Kota I'B. Rai Dharmawijaya
M"antra. Dalam pandangan akhir Fraksi Demo\rat yang
dibacakan I Gede Semara menyebutkan, sejak tahun 2010
lalu hingga 2014, terjad.i peninfkatan piutang paja\ dq"3!
secara .t*nU.t. Pada 2010 terjadi piutang pajak Rp 7'208
miliar, mlningkat pada tahun berikutnya menjadi-Rp 8'017
milfdr, disusul pada2O72 mencapai Rp 8,589 miliar.

Peningkatan'yang cukup drastis tgrjadi paila 20-13'

di mana"piutang pajaknya mencapai Rp 188,318 mr,liar
lebih. Sedangkan paha Zbta lalu, piutang pajak kenbali
mengalami peningkatan menjadi Rp 202,0-39 miliar' Se-

-etrl""" untuk piutang restribusi, mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun.

Fraksi Demokrat juga mengharapkan adanya klarifikasi
atau penielasan secari rinci, karena ada selisih sebesar
Rp +.9g7'miliar. Saldo akhir piutang daerah 2013 sebesar
no ZfO,fO miliar, sedangkansaldo awal 2014 tercatat Rp

205,13 miliar. Seharusnya. saldo akhir tahun 2013 secara

otomatis menjadi saldo akhir pada 2014.
Di,.sisi lain, Fraksi Gerindra melaluijuru bicaranya

Muhammad Nuh Fatah meminta agar SKPD lebih cermat
dalam menyr.sun perencanaan agar tidak lagi menjadi sisa

lebih perhiiungan anggaran (Silpa) yang. tinggi-' Mengin-
nut. r"t"-" inimasvaiikat menilai tingginya silpa bukan
ilerupakan sebagai bentuk efesiensi, melainkan lemahnya
dalam hal perencanaan.- - 

ierhadap sejumlah saran dan kritik yang disamp-ai-

kan para wakiirakyat itu, WaIi Kota.Denpasar I'B' Rai

Diiti^*i:^va Mantra menilai sebagai sebuah masukan

"r"*.u"iuf 
positif untuk membangun Denpasar ke depal'

b$;k;6t"ijanji akan melakukan perbaikan denganmcli-bt#kfr;;;tj 
"ttjl 

ttutt -"lakukan perbaikin dengan me^Ii-

lJ *it"si masing-masing persoalan vang ada' (kmb12)
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Geredeg- Suke ranasisakan n .800
Penduduk Miskin

*Amlapura (Bali Post) - -+s, Penanganan kemisklndn
rhasih menjadi pekerjaan berat
bagi para pemerintah daer.qh.

rtSelama sepuluh tahun terakhir,

jumlah penduduk miskin tidak
"bdnyak berubah. Hingga duet
mantan Bupati dan Wakil BuPati

I Karangasem Wayan Geredeg dan
Made Sukerana lengser, Pemkab

Karan ga sbm masihfirenyis aka n
27 .8O0 penduduk miskin.

Data statistik penduduk mis-
kin yang djperoleh di Bappeda
Karangasbm. menunjukkan
angka jumlah penduduk miskin
tiap tahun naik-turun. Na4un,
hingga data terakhir jika diband-
ingkan dengan data sepuluh
tahun lalu, julnlah penduduk
miskin malah terjadi tren kenai-
kan. Sebelum Wayan Gerede$
m-enjabat, jumlah penduduk mis-
kin tahun 2004 sebanyak 25.900
(6,51 persen). Kemudian Pada
awal Geredeg menjabat ber-
duet dengan Gusti Lanang Rai;
mereka sudah dibebani dengan
jumlah penduduk miskin seban-
yak 30.300 (7,67 persen). Tahun
2006, penduduk miskin naik lagi
jadi 35,800 (9,42 persen).

Namun, setelah.kenaikan
tersebut, perlahan Pemkab
Karangasem maju menurunk-
an kembali jumlah Penduduk,
miskin di Karangasem. Pada
tahun 2007 menjadi 34.100
(F*95 persen), tahun 2008
menjadi 29.500 (7,Q7 Persen)''
dan tahun 2009 menjadi24.70O
(6,37 persen). TetaPi, tren

Bali Cosvdok

MISKIN - Potret heluargo mishin di sebuah d'eso di Karan-
iiii. s"t"in iond.tsi rimohmereho memprihatinhan, tsref
hesehatan mereha iuga menyedihhan'

Karangasem," tegasnya.
Sedana Merta menegaskan,

Karangasem seharusnYa tidak
hanya dilihat dari kemiskinan-
nva. Tetapi, di luar itu, ia menilai
Kurangasem adalah kabuPaten
vang perkembangannYa sangat-p"siC dalam sepuluh tahun
ierakhir di BaIi. Sementara,
mantan Wakil BuPati Karan'
qasem, Made Sukerana, belum
I=ama ini, mengakui Penanganan
kemiskinan menjadi tantangan
terberat di Karangasem. Ia
yang bakal maju menjadi calon
il.tpiti Karangasem, mengaku
altan melanjutkan rancangan
Denanganan kemiskinan Yang
sudah lisusun bersama Geredeg
sblama lima tahun terakhir'

Selain kemiskinan, Peker'
iaan berat lainnYa Yang masih
henunggu adalah masalah
distribusi air bersih. Ia Ya'
kin, keberadaan air bersih
akan memengaruhi banYak
aspek kehiduPan masYarakat
Karangasem. "Masalah air

' akan menjadi Prioritas, saYa'
Sava ingin Karangasem cer-
das. sehit,' dan bermartabat,"
tegasnya. (kmb31)

penurunan angka Penduduk
miskin ini berakhir pada tahun
2009. Sebab, tahun 2010 jum-
lah penduduk miskin sudah
naik lagi menjadi 31.598 (7'95
persen). Tahun 2011 semPat
lurun lagi menjadi 26.126 (6.43
pers'en), tahun 2012 turun lagi
meniddl 22.940 (5,63 persen).
Data tdrakhir tahun 2013' jum-
Iah penduduk miskin naik lagi
menjadi 27.800 (6,88 Perse-n).
Sementafa tahun 2OI4, da'
tanya dikatakan belum ada.

Kepala Bappeda Karangasem
Ketufsedana Merta, Rabu (2217)

lalu berdalih, peningkatan angka
iumlhh penduduk terakhir ini.
ieriadi karena faktor inflasi.
Meiki mengakui adanYa Pening-
katan, namuh Sedana Merta me-
negaskan Pemkab Karangasem
di bawah kepemimPinan mantan
Bupati Wayan Geredeg- selama
sepuluh tahun terakhir, su-
dah melakukan berbagai uPaYa
maksimal. "Kita tentu tidak bisa
menilai kinerja seseorang secara
subjektif daii satu sisi. Masih
banvak capaian membangga-
kan-yang diraih baPak WaYqn
(Geredeg) selama memrmprn

., 
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Kasus Dugaan Korupsi "Fraud" di BPD Bali V

Target Penuntut anTahun Ini,
Jaksa MintaAhli ke OJK
Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi dengan
modts fraud, yakni deposito fiktif
hingga mencapai Rp 1,7 miliar
di BPD Bali Cabane Tabanan
dengan tersangka Wayan Sukaja.
masih mempertajam keteran-
gan ahli. Pemberkasan kasus
ini belum rampung. Informasi
teranyar, bahwa pihak penyidik
minta bantuan OJK (otoritas
jasa keuangan) untuk dijadikan
ahli dalam perkara ini. 'Ya, kita
baru minta ahli OJK. Kita sudah
bersurat, dan sampai saat ini
belum ada konfirmasi dari OJK."
ujar penyidik Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Bali Wayan Suardi saat
mendampingi Aspidsus Erna
Normawati. Kamis Q3l7\.

Yang jelas, sambung Aspidsus
Erna, bahwa pihaknya tahun ini
men4rgetkan enam kasus untuk

dibawa ke Pengadilan Tipikor
Denpasar. "Ya, salah satunya
.BPD Bali kita target penuntutan
sebelum akhi.r tahun ini." ucap
Erna Normawati.

Disinggung soal kemungkinan
bertambahnya tersangka, peny-
idik belum mau membeber. "Sam-
pai saat ini baru satu tersangka.
Soal kemungkinan tersangka
lain, kita tunggu perkembangan
hasil penyidikan. Yang jelas, saat
ini kita sudah bersurat ke OJK,"
sambung Suardi.

Sebagaimana diketahui, kasus
ini menetapkan Wayan Sukaja,
mantan karyawan ba gian market-
ing dan kredit di Bank BPD Ca-
bang Tabanan sebagai tersangka.
Untuk memperdalam kasus ini,
sejumlah saksi sudah diperiksa.
Terkhir yang dimintai keteran-
gan adalah Dirut Bank BPD Bali

Made Sudja dan mantan PIt.
BPD Cabang Tabanan 2013-2014,
Wayan Suartika.

Terungkapnya kasus ini, ber-
mula dari adanya pemeriksaan
satuan audit internal dan anti
fraud. Itu juga dilatari atau di-
dahului pemeriksaan dan pem-
bandingan data dan verifikasi
serta menganalisa aktivitas teller
dengan bukti transaksi yang
terindikasi fraud. Yang menarik
dari informasi di kejaksaan,
akibat perbuatan tersangka,
kemungkinan besar kerugian
negara akan bertambah dari Rp
1,7 miliar. Ini dikarenakan bunga
tetap dihitung. "Walau sudah
ada yang dikembalikan, namun
bukan berarti bisa mengibep.us,
perbuatan pidananya;" felas
salah seorang petugas kejaksaan.
(kmb37)
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Kasus Pengadaan Tanah

PDAM Karangasem {

Kejati Segen

Teiapkan Tersangka
o"$Jt:iff filtffi ? iemeriksaan sa.ks,'-

"^f,i"i^1t^-""g"-pulkan 
d,ata-serta turun

ilGffi il" ri-u'u"gu'"1 I1:i9: ql::f,,H
iH-;r"i'3 i;" P. s'-u!'"" 

t 
I " Y: P:^:: i *:f-,"""iait x.jati Bali segera men-

'teriangka atas Pengadpll ii.iifl
(PMii;. penvidit. Kej,atl P:ll

5ii#:,'ffi ilStr#;1J:Jliu",*\l$^r.li*
p 

" "vala+e " \: n" "i,9i-t**ti:lifinT': ;fi ;i E"e'at saat mendamP-

"f;TA";ffis Kejati Bali Erna Normawatt'

Kamis (2317).--*Oij"iuttunnva' berdasarka'n I".k9-:l'
a"S-ii". calon tersangkanya dari internat

FilAM. b*pa internal?DAM itu? :\T-bl:l
i'""t ?ili;iiT.i il;;;ff tt* p""Il'J: llj
belum
dia adalah

f#;.ffi;i. s[j"-tut' puiubat di Karansasem

:il?il";""t;i"i t ututu"gan' te-rmasuk peja'

tii ai i*"t"al PDAM' (kmb37)
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Misterius, Barang Bukti
Kasus Korupsi IHDN

Denpasar (Bali Post) -
Nyoman Budi Permadi, terdakwa kasus

korupsi uang barang bukti penyitaan kasus
korupsi Institut Hindu Dh4rma Negeri (IHDN)
Denpasar, suddh divonis s,:lama 15 tahun pen-
jara oleh majelis hakim Pengadilan Tilikor
Denpasar, pimpinan Achmad Paten Silli. Walau
Budi Permadi sudah mendekam di Lapas Ker-
obokan, namun persoalan barang bukti masih
misterius. Pasalnya, Rp 944 juta yang diklaim
seb-agai kerugian keuangan negara, dan senilai
itq pula yang ada dalam putusan majelis ha.
Krm.

Namun fakta dalam persidangan, terungkap
bahwa uang barang bukti yang diambil menca-
pai Rp 1,7 miliar. Sebab, selain barang bukti
(BB) IHDN, ada BB kasus lain yang juga diem-
batnya. BB dari 944 juta menjadi Rp 1,7 miliar
inilah yang kini menjadi pertanyaan banyak
pihak. Awalnya, ssmpat terungkap bahwa ba-
rang bukti ada dari kasus Garuda. "Setahu kami,
Budi Permadi hanya menggunakan BB kasus
korupsi IHDN. Kami tidak mengetahui tentang
kerugian yang lainnya yang dimasukkan dalam
vonis tersebut," ucap Kasi Penyidikan, Akmal
Kodrat didampingi Kasi Eksekusi, Wayan Su-
ardi, belum lama ini.

Dijelaskannya, Pidsus Kejati Bali justru
menjadi pelapor/korban dalam perkara ini,

walau terdakwanya (kini terpidana) adalah staf
pidsus. Disinggung soal uang lebih sebagaimana
yang terungkap dalam persidangan, seperti pen'
gakuan uang barang bukti kasus Garuda sebesar
Rp 250 juta, Suardi mengaku tidak mengetahui
karena belum menjabat saat itu. "Soal kasus
Garuda, saya tidak mengetahui dan tidak me-
nangani. Kami tidak pernah menerima titipan
uang tersebut. Kebetulan bidang eksekusi ada
di bidang saya. Sampai saat ini, tak ada titipan
dari Garuda," tegasnya.

Lantas, uang apa yang jumlahnya mencapai
Rp 1,7 miliar? Belum ada yang bisa menjelaskan
secara rinci atas uang lebih tersebut. Jaksa han-
ya mengaku, bahwa uang sitaan barang bukti
kasus korupsi diembat Rp 944 juta. "HaI itu
menjadi tanggung jawab Budi secara pribadi,"
tegasnya.

Sebelumnya, atas kasus yang disidangkan
oleh Kejari Dehpasar itu, terdakwa Permadi
divonis 15 tahun penjara. Oknum staf pidana
khusus Kejati Bali itu memastikan menerima
putusan itu tanpa upaya hukum lainnya. Selain
hukuman 15 tahun penjara, Permadi juga akan
mendapatkan tambahan hukuman dari tidak
membayar denda dan pengembalian kerugian
negara Rp 1,7 miliar. Total yang akan dijalani
oleh Budi Permadi adalah 19 tahun penjara.
(kmb37)
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BOAT
d.isan.

.'*rrurA+ib6q" i

Kond.iei boat bantuan Kernenterian pqriwisata yang nyaris
Bali posvina

tenggelam di Dermaga Ke-

Soal "Boat" Terbengkalai

Dewan Minta Disbudpar
Bertanggung Jawab

B4ngli (Bali Post)
Kondisi k4pal boatbantuan Kementerian Pariwisata yang

kini terbengkalai dan nyaris tenggelam di Dermaga Kedisan
Kintamani mengundang keprihatinan dewan. Atas kondisl
itu Dewan meminta SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangli selaku pengelola,
untuk bertanggung jawab dan tidak mengabaikan boatbegitu
saja. Jika memang sudah tidak lagi dim,anfaatkan, Disbud-
par diharapkan mengambil langkah yang terbaik dengan
melelangnya.

Seperti yang disampaikan ang- budpar harus seger,a qrengambil
gota Komisi If bpnn Bangli Gelg"el langkah yang terbaik. Jika masih
Wisa.rawa. Jumat e+lTlkemar\n. ingin dimanfaatkan, bool tersebut
Dia mengaku priiratin melihat seb-aiknya diperbaiki'
kondisibJotbantuankementerian Namun, jika sudah tidak lagi
yang rusak dan terbengkalai begity dimanfaatkan, Disbudpar diharap-
salal Sehar.,snya kondisi ini ti"dal kan mengambil-langkah yanq-ter-
sampai terjadi jika dinas terkait haik dgp-an melelangnya' "Lglang
ya.tg -".tg-ulolanya bisa bertang- u-tq'.tidak tentunya harus di-kaji
g""'g i u*""1 terira dap b antua'n oleh-dinas terkait. Tentu_persoalan
fe"s6but. Menurut Geleel. atas ini dinas yang lebih tahu. Kalau

\orylisi boat yang sepertiitu, Dis- sudah..tidak bermanfaat silakan. 
saja dilelang," terangnya. Dengan
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kondisi boat yang saat ini nyaris
tengg,-elam dan cukup merusak pe-
mandangan. dewan pun meminta
Disbudpar untuk memindahkan-
nya. Terlebih Dermaga Kedisan
merupakan tempat pariwisata.
. Sementara itu, Kabag Umum,

Aset dan Perlengkapan Made
Mahindra Putra saat dikonfirmasi
terpisah mengatakan karena peng-
ggunaan barangnya ada di Diabud-
par, maka tanggung jawab untuk
memeliharanya ada di dinas terse-
but. Sejauh ini pihaknya belum
mengetahui apakah boot tersebut
masih akan dimanfaatkan kembali
oleh Disbudpar atau tidak. Jika
ingin dimanfaatkan kembali ten-
tunya harus dilakukan perbaikan
dengan terlebih dahulu melakukan
pengecekan dan analisis biaya.

Namun jika boat tersebut akan
dihapuskan. maka mekanismenva
adalah Disbudpar selaku penggunu
terlebih dahulu melaporkannva ke

Bagian Umum.
Sebagaimana pantauan Boli

Post belum lama ini, kapal boat
bantuan Kementerian Pariwisata
itu terlihat dibiarkan terbenskalai
di Dermaga Kedisan Kintamani.
Boat yang berukuran cukup besar
dan mewah tersebut dibiarkan
dalam kondisi rusak dan tidak
terawat. Bahkan karena tak per-
nah ternrus, sebagian badan Eoat
kini sudah mulai tenggelam ke
dasar danau.

Kabid Bina Objek Disbudpar
Bangli Wayan Bona saat dikon-
firmasi beberapa waktu lalu tak
menampik bahwa boaf bantuan
dari Kementerian Pariwisata ta-
hun 2009 tersebut memans sudah
rusak parah. Menurut Boni, keru-
iakan boot terjadi akibat tidak ada
petugas. khusus yang memelihara.
Selain itu pihaknya juga tidak men-
ganggarkan biaya perawatan. Dia
mengatakan boat itu nyaris teng-
gelam karena digoyang angin dan
hujan lebat, sejak beberapa bulan
terakhir. Atas kondisi itu pihaknva
berencana akan menganggarkan
perbaikan bool tersebut dalam Pe-
rubahan APBD tahun ini. Nantinva
setelah diperbaiki. boot itu akin
dicarikan pegawai khusus untuk
memeliharanya. Tak hanya itu saja,
boof tersebut rencananya juga akan
disewakan. (kmb40) '
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